(1)

(2)

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10
Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Kopera-
si yang dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi
Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 02/Per/Dep.6/11/2016 tentang Pedoman
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah Koperasi, diakui berdasarkan
Peraturan ini.
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemen-
terian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 02/Per/Dep.6/11/2016
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tang-

gal ditetapkan.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal 19 April 2016
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN,
: ttd.
MELADI SEMBIRING

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, lampiran tidak dimuat.

(BN)

GELAR DOKTOR KEHORMATAN

(Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.l
Nomor 65 Tahun 2016, tanggal 12 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Pe-

raturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi tentang Gelar Doktor Kehormatan;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);

2,

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 ten-
tang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
maor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidi-
kan Tinggi (Lembaran Negara hepublik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 14);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengang-
katan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-
2018;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidi-
kan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organ-
isasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi {Lembaran Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 889);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pen-
didikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Standar
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1852);

Nasional Pendidikan Tinggi (Berita

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG GELAR DOKTOR KE-
HORMATAN.

Pasal 1

Gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris
Causa) merupakan gelar kehormatan yang diberikan
oleh perguruan tinggi yang memiliki program Doktor
dengan peringkat terakreditasi A atau unggul kepada
perseorangan yang layak memperoleh penghargaan
berkenadn dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam
limu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa

dalam bidang kemanusiaan.

Pasal 2

(1) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 menyelenggarakan program doktor yang
terkait dengan jasa dan/atau karya calon peneri-
ma gelar doktor kehormatan.

{2} Calon penerima gelar doktor kehormatan berke-
warganegaraan asing telah menunjukkan jasa
dan/atau karya yang bermanfaat bagi kemajuan,
kemakmurén, dan/atau kesejahteraan bangsa dan
negara Indonesia.

(3) Tata cara dan syarat pemberian gelar doktor ke-

hormatan diatur oleh masing-masing perguruan

tinggi.

Pasal 3
Gelar doktor kehormatan yang selanjutnya
disingkat Dr. (H.C.), ditempatkan di depan nama
penerima.
Pasal 4

Menteri dapat mencabut gelar doktor kehor-
matan apabila tidak memenuhi persyaratan berdasar-
kan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Gelar Doktor
Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2013 Nomor 41 0} dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan. J
Agar setiap orang mengetahuinya, meme-
rintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Re-
publik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2016
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Cktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1539

{ BN )




